LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 191 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA BARANG
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat
(2) huruf b Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang  Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Selaku Pengguna Barang Tentang Penetapan
Kuasa Pengguna Barang di Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA  PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA
BARANG TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA
BARANG DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH.
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KESATU : Menetapkan Iwan Herniwan, Nomor Induk Pegawai
19691106 199803 1 006, Pembina Utama Madya (Golongan
IV/d), sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB) di Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU memiliki kewenangan dan tanggung jawab
sebagai berikut:

a. mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Negara
untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada
Pengguna Barang;

b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan
Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya
kepada Pengguna Barang;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik
Negara yang berada dalam penguasaannya;

d. menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya;

e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara
yang berada dalam penguasaannya,;

f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya
kepada Pengguna Barang;

g. menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak
dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Pengguna Barang;

h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan
Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya
kepada Pengguna Barang;

i. melakukan pengawasan dan pengendalian atas
Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam

penguasaannya; dan
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j- menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa
pengguna semesteran dan laporan barang kuasa
pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya
kepada Pengguna Barang.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 176 Tahun 2019 tentang Penetapan
Kuasa Pengguna Barang di Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sustiber Daya Manusia LKPP,
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